
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan Good 

Governance di Desa Babakan Peuteuy adalah : 

1. Tanpa adanya transparansi, maka partisipasi tidak dapat berjalan begitu pun 

sebaliknya. Hal tersebut harus didukung pula oleh komitmen antara 

Pemerintah Desa Babakan Peuteuy dengan pemangku kepentingan dalam 

pelaksanaannya. Sehingga transparasi bukan hanya berfungsi untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga suatu bentuk upaya 

untuk meningkatkan keterlibatan atau partisipasi dan kesadaran masyarakat 

pada penyelenggaraan negara khususnya pelayanan publik. 

2. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna untuk memperoleh 

informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan bagaimana sikap masyarakat 

setempat. Dengan adanya ruang publik yang disediakan untuk masyarakat 

ini akan menjadikan masyarakat lebih mempercayai program atau informasi 

yang diberikan aparatur Desa Babakan Peuteuy. 

3. Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban tugas Pemerintah Desa Babakan 

Peuteuy dilaksanakan dengan penyampaian Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa Babakan Peuteuy kepada masyarakat. 

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pejabat publik yang dipilih maupun 

diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik wajib 



mempertanggungjawabkan kegiatannya. Pertanggungjawaban tersebut pada 

dasarnya merupakan perwujudan dari kontak sosial yang dibuatnya dengan 

masyarakat Desa Babakan Peuteuy. 

4. Konsep value for money di Desa Babakan Peuteuy dapat meningkatkan 

efektivitas pelayanan kepada masyarakat, dalam arti pelayanan yang 

diberikan tepat sasaran, dan dapat meningkatkan mutu pelayanan serta dapat 

terwujud seiring dengan perkembangan value for money itu sendiri, dan 

begitupun sebaliknya apabila value for money tidak diterapkan dengan baik 

maka kualitas pelayanan publik pun tidak akan maksimal. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat dikemukakan peneliti, yaitu: 

1. Peranan Good Governance harus membangun keterbukaan antara 

Pemerintah Desa dan masyarakat umum. 

2. Edukasi rakyat agar mengetahui secara jelas tentang Peranan Good 

Governanance di Pemerintah Desa Babakan Peuteuy 

3. Tingkatkan kompetensi perangkat desa.  

4. Desainlah pola partisipasi masyarakat desa agar lebih efektif. 
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